ABSTRAK

Penyusunan memorandum hukum ini merumuskan permasalahan pokok
dengan latar belakang bahwa perumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat dalam putusan
Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smp jika dilihat dari saksi dan alat bukti yang
dihadirkan dalam persidangan. Pada proses penangkapan yang dilakukan oleh
Satreskoba Sumenep yang menangkap anak pelaku, anak pelaku tidak kedapatan
menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, namun anak pelaku tersebut hanya
terbukti memiliki sabu-sabu tersebut di dalam box motor depan dengan dibungkus
plastik wana hitam.

Penuntut umum pada dakwaannya mendakwa anak pelaku dengan
dakwaan alternatif yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika atau pasal 112 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009
tentang narkotika atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika. Hakim dalam putusannya menggunakan pasal 127 ayat
(1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun
hakim tidak menjelaskan apa yang disebut unsur penyalah guna dan unsur bagi
diri sendiri dalam pertimbangannya. Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan
bahwa batas usia anak yang diajukan dalam persidangan tidak lebih dari 21 tahun
sedangkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak dan pasal 1 angka 1 Undang-undang Rl Nomor 35 Tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, batas usia anak adalah 18 tahun.

Pengenaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika tidak tepat jika disesuaikan dengan saksi dan alat bukti yg
dihadirkan dalam persidangan serta dengan memperhatikan locus dan tempus
delicti yang ada dalam putusan tersebut, karena anak pelaku tidak memenuhi
unsur dalam pasal tersebut
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ABSTRACT

Arrangement of this law memorandum forms a main problem with a
background that the formulation of article 127 section (1) letter a Constitution
Number 35 Year 2009 about Drugs is inappropriate in verdict Number:
05/Pid.Sus-Anak (Jouvenil Court)/2017/PN.Smp (Sumenep District Court) if it is
observed from the available witness and evidence in court. At the moment when
the Drug Detective Unit of Sumenep arrested son of the suspect, the son was not
using the drugs (heroine), however he only proved of having the drugs which was
covered by plastic bag and put inside his motorbike.

Prosecutor in his indictment indicted the son of the suspect with
alternative indictments article 114 section (1) Constituion Number 35 Year 2009
about Drugs or article 112 section (1) Constitution Number 35 Year 2009 about
Drugs or article 127 section (1) letter a Constitution Number 35 Year 2009 about
Drugs. The judge in his judgment used article 127 section (1) letter a Constitution
Number 35 Year 2009 about Drugs, however the judge did not mention what is
meant by element of abuse and him/herself in his consideration. In his
consideration, the judge explained if the limit of the son’s age in court was no
more than 21 years old, but in article 1 numeral 3 Constitution Number 11 Year
2012 about System of Juvenile Court and article 1 numeral 1 Constitution of The
Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 about changing of the Constitution
Number 23 Year 2002 about Juvenile Protection, the limitation of the child’s age
is 18 years old.

Imposition of article 127 section (1) letter a Constitution Number 35 Year
2009 about drugs is inappropriate if it is equated with the witness and evidence in
court, also by concerning in locus and tempus delicti which are stated in the
judgement, because the son of the suspect was not eligible for the article.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
rahmat dan hidayahnya, penyusunan memorandum hukum dengan judul ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) SEBAGAI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA (Anotasi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smp))
yang merupakan salah satu prasyarat menerima gelar Sarjana Hukum dapat
terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan memorandum hukum ini banyak mengalami ujian
namun berkat bimbingan, kerjasama dan semangat dari orang — orang terdekat dan
berkat berkah Allah SWT sehingga ujian-ujian yang dihadapi dapat dilalui.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT yang telah menunjukkan kebesaran serta keagungannya atas
setiap nikmat dan ridha-Nya disetiap perjalanan keberkahan hidup di dunia
dan di akhirat;

2. Kedua orang tua Ayah Hadiri, SH dan Ibu Sri Wahyuni selaku kedua
orang tua penulis yang memberikan bantuan doa setiap harinya dan
memberikan bantuan secara materiil;

3. Bapak Dr. Drs. Ec. Moh. Syarif, M.Si selaku Rektor Universitas
Trunojoyo Madura

4. Dekan fakultas hukum Universitas Trunujoyo Madura Prof. Dr. Nunuk
Nuswardani, SH.,MH,;

5. Dosen Pembimbing Dr. Eny Suastuti, SH., M.Hum vyang selalu
membimbing dan membantu penulis dalam proses mengerjakan
memorandum hukum ini;

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunujoyo Madura yang sudah
memberikan ilmu setiap detiknya kepada penulis dan staf FH UTM yang
selalu sabar menghadapi penulis;
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7. Keluarga KOMMPAS (Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu) Fakultas
Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan banyak
ilmu dan praktek peradilan kepada penulis;

8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum St. Ika Noerwulan Fraja, RB.
Moh. Yusuf Rahman, Dian Safariyanto, Muharram Ainol Mustajab, Fita
Yulianti, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam penyelesaian penyusunan memorandum hukum ini;
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak
terdapat kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan adanya saran yang

membangun demi kesempurnaan memorandum hukum ini;

Bangkalan, 28 Mei 2018

Rina Sri Yustina Hadi
NIM. 140111100034

viii



